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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan

informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan

sederhana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser
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tentang Standar Operasional Prosedur Pengumuman

Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tcihun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Teihun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxm 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tah^m 2010 tentang

Pelaiksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ketja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahim 2023 Nomor 377);

8. Peratiuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keija

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Keija Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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9. Peratxiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi PemUihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahim 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dsin Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan SDM Nomor 29/HK.03.2-ND/6401/4/2026

tanggal 26 Agustus 2026.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumuman

Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan b^an tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur yang dimaksud dalam

Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam menyusun Daftar

Informasi Publik.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan
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sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KOMISI PEMIUHANUMUM

KABUPATEN PASER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATCN PASER

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

DASAR HUKUM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaks£inaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbiikaan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Standar Layanan dan Prosedtir Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Ketja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umvim Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Keija Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
rian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Oi^anisasi, dan Tata Keija
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

12 Tahun 2026

26 Agustus 2026

26 Agustus 2026 . . -y.
Selmtaris Komisi PerTui|fii^ Umum

Kabup&ten Paser;;:

Pengumuman Informasi Publik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Paser

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

3.

Memahami ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai
keterbukaan informasi publik;
Memahami ketentuan pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di
Lingkungan KPU;
Memahami klasifikasi dan

pengumuman informasi serta merta;
4. Memahami tugas, fungsi dan

kewenangan PPID serta tmit keija
terkait;

5. Mampu melakukan verifikasi
informasi dan penyusunan materi
pengumuman secara cepat, tepat,
akurat dan mudah dipahami.



I»ubUk di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peratxiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi l^milihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

lO.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun
2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabuoaten/Kota.

KETERKAITAN PERALAT AN / PERLENGKAPAN

1. SOP terkait Pendokumentasian Informasi Publik;
2. SOP Permohonan Informasi Publik;
3. SOP PenetapEm dan Pemutakhiran Daftar Informasi

Publik;
4. SOP Standar Maklumat Pelayanan;
5. SOP Pengajuan Keberatan.

1. Papan pengumuman di dalam
ruangan;

2. Papan pengumuman di luar
ruangan;

3. Laman website KPU Kabupaten
Paser;

4. Media sosial KPU Kabupaten Paser;
5. Media audiovisual.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Badan Publik dilarang menunda men^mumkan informasi
yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik

Disimpan sebagai data elektronik dan
manual



NO

1.

2.

KEGIATAN

Atasan PPID KPU Kabupaten
Paser memerintahkan PPID

KPU Kabupaten Paser untuk
membuat Pengumuman
Informasi ke Publik

Mengumpulkan informasi
publik yang ada di bawah
wewenang PPID Pelaksana

PELAKSANA

Atasan Pejabat
Pengelola

Informasi dan

Dokximentasi

(PPID)

Pejabat
Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi

(PPID)

Petugas
Pelayanan
Informasi

Pett^s
Website/
Sistem

Informasi

MUTU BAKU

Kelengka;>an

Perintah dapat
dituangkan dalam
disposisi, surat
tugas atau media
kedinasan yang sah

Dokumen

Informasi Publik

(DIP) sesuai SK
daftar informasi

publik yang
telah disahkan

Waktu

1 hari

1 hari

Output

Disposisi,
surat tugas

atau media

kedinasan

yang sah.

Informasi

terverifikasi

KETERANGAN

Petugas
Pelayansin
Informasi

memverifikasi

Informasi Publik

kepada PPID
Pelaksana yang
berwenang

3. Pengumuman Informasi
disebarluaskan melalui

Papan Pengumuman, Laman
Resmi (website) KPU
Kabupaten Paser dan/atau
media sosial yang paling
sedikit dilengkapi dengan
audio, visual dan/atau braile
dengan memperhatikan
aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas.

CD

Media yang mudah
diakses seperti
website KPU Kab

Paser, media sosial
resmi, papan
pengumuman dan
sarana komunikasi

lainnya.

30 menit Pengumuman
resmi



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

bagian sebagaimana struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang

telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat

dilakukan selama pelaksanaan Steindar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang sudah selesai

dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tan^al 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati


